
BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
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TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O18;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);



6.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



11.

t2.

14.

15.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

47121;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan la.yanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahal kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahur, 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (t embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 201 I Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

t7.

18.

19.

20.

21.

22.

23.



24.

25.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bima Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bima Nomor 02);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O1.7 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017

Nomor 83);

Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentane Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8

(l,embaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018

Nomor 9l );

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (l,embaran Daerah

Kabupaten Bima Tahun 2019 Nomor 34, Tambahan Irmbaran

Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019 Nomor 94);

Rp. 12O.342.972.756,52

Rp. 1.329.968.t27.945,OO

Rp. 292.924.607.435.81

Rp. 1.743.235.708. 137,33

Rp. 691.787.947.146,00

Rp. 26.432.343.7O0,OO

Rp. 679.500.000,00

26.

27.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial



4) Belanja Bagi Hasil Kepada

Pemerintah Propinsi/ Kabupaten

/ Kota dan Pemerintah Desa

5) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Propinsi /
Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa

6) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja l,angsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa kbih Perhitungan Anggaran

Tahun Berkenaan

Rp. 1.914.531.164,00

Rp. 251.2O3.r49.46s,00

Rp. 1.226.97O.0O0,00

Rp. 973.244.441.475,OO

Rp. 97.279.475.676,00

Rp. 35O.748.942.429,3O

Rp. 396.655.454.032.04

Rp. a44.683.872.137,34

Rp. 1.8 1 7.928.313.612,34

(Rp. 7 4.692.605.475,O11

Rp. 148.139.520.311,59

Rp. 6.600.000.000.00

Rp. 141.539.520.311,59

Rp. 66.846.914.836,58

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiral I yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati Bima ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Bima.

Diundangkan di Bima

pada tanggal, t, ,Curfirr

Ditetapkan di Bima

pada tanggal, It Aaufivf

2019

2019

KABUPATEN BIMA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR..?*l


